WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Menimbang :

Mengingat

a.

b.

C.

| 38

TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk
Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota
Kotamobagu Tahun Anggaran 2022;

bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan
memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Walikota tentang
Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Kotamobagu Selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu
Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4680);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembantukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
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10.

11.

12.

13.

14.

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

15.

16.

17.

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota
Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Kotamobagu Selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai

tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan rancangan Peraturan Daerah
tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan
Daerah yang telah diatur dalam Peraturan
Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum

Daerah;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum

Daerah berwenang :

a. menyusun kebijakan dan pedoman
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan
sistem penerimaan dan pengeluaran Kas
Umum Daerah;

e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
menetapkan Surat Penyediaan Dana;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian jaminan atas nama Pemerintah
Daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
Keuangan Daerah;

i.  menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j- melakukan pencatatan dan pengesahan dalam

dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Walikota Kotamobagu melalui Sekretaris Daerah
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran
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KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2 72%wuap) 2022

/<WALIKOTA KOTAMOBAGU, @7

S

TATONG BARA

Tembusan Yth :

1. Wakil Walikota Kotamobagu;

2. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Kotamobagu;

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Kotamobagu;

. Direktur PT. Bank SulutGo Cabang

Kotamobagu selaku Kas Daerah
Pemerintah Kota Kotamobagu.

. Arsip.



vavd DNOLVL

\ . -
«\Q NOVHONV.LOM VLOMIIYM

220z uered3uy unye],
ndeqowe)oy] BjoY YeIULIdWd] ngeqowejoy] B0y
A Yelog(] wnui() ereyepuag nyjeles yerse( ueguenay| 000 1 +0900C 80£0E861
‘ yelse(q ueduenay ejojadus jeqeldd uee[o[aduad uepeg ereday| q/A[ ‘[ 1exdul], euiquag dS ‘SNNNA 'H OLAVIONS Vid| ‘1
L 9 S 4 3 (4 4
AVavd NVONVL VANVL .
NANOAIS IVOVEES MNLNALId Nv.LvVave DNV 10D/ LVIDNVd dIN / VINVN ON

20T NVAVOODNV NNHVL NDVHONV.LOY V.LOM

HV.INIRIHWAD HVIEVA NVONYNEN VIO TIONAd LvEVrdad NIVIES NDVHONV.LON
V.LOM HVAEVA NVONVNEN NVVIOTIONAd NvAVE VIVAE NVINCNANAD
ONVINAL

NNHVL 7 YOWON

NOVHONV.LON VLONI'IVM NVSNLNdANM

NVIIdIAVT




